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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
 
 

 
Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152; Telepon (0274) 373444; Faksimile (0274) 374496 

Pos-el diskominfo@jogjaprov.go.id; Laman diskominfo.jogjaprov.go.id 

Nomor SOP 150 TAHUN 2026 

Tanggal Pembuatan 21 Agustus 2026 

Tanggal Revisi 21 Agustus 2026 

Tanggal Efektif 21 Agustus 2026 

Disahkan Oleh 
 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, 
 

 
 

 
 

 

Nama SOP 
Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar 
Informasi Dikecualikan 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional 

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 704); 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8); 

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 79); 

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 
Nomor 4); 

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2024 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 66). 

1. Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

terkait dengan keterbukaan informasi publik; 
2. Mengetahui penggunaan perangkat komputer; 
3. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan dan referensi; 

4. Memahami tugas, fungsi, dan tata kerja PPID Utama serta PPID 
Pelaksana. 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Pelaksanaan Rapat atau Pertemuan Internal 
SOP Pengujian Konsekuensi Informasi 

1. Ruangan rapat internal 
2. Komputer/Notebook 

3. Matriks Uji Konsekuensi dan Draft DIP/DIK. 
4. Media penyampaian informasi 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Apabila prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan informasi publik dan 
berakibat pada kinerja yang rendah. 

Disimpan sebagai dokumen standar layanan dan untuk pedoman 
pelaksanaan layanan informasi publik. 

 

Ditandatangani Secara Elektronik oleh: 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 

  

Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



 
 
 

- 2 

SOP : Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan 
 

NO URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan 

Petugas 

Layanan 
Informasi 

dan 
Dokumentasi 

PPID 

Pelaksana 

PPID Pemda Atasan PPID Persyaratan/ 

Kelengkapan   

Waktu Output  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Berkoordinasi dengan seluruh unit 
kerja/OPD terkait untuk 
inventarisasi, pengumpulan data, 

dokumen informasi publik terbaru, 
serta usulan klasifikasi informasi. 

 

    Daftar Usulan 
Informasi dari Unit 
Kerja / OPD, Format 

Inventarisasi Data 

60 Menit Draf 
Inventarisasi 
Informasi 

Publik dan 
Usulan DIK 

 

2.  Mengklarifikasi, memilah, dan 
mengelompokkan informasi 

berdasarkan daftar informasi yang 
dikuasai ke dalam kategori Berkala, 
Serta Merta, Setiap Saat, atau 

Dikecualikan sesuai arahan PPID 
Pelaksana 

 

 
 

   Draf Inventarisasi 
Informasi 

60 Menit Draf 
Klasifikasi DIP 

dan Draf Uji 
Konsekuensi 
DIK 

 

3.  Melakukan pembahasan, analisis Uji 
Konsekuensi bersama Tim Ahli/PPID 

Pemda, berkonsultasi dengan Atasan 
PPID terhadap usulan DIP dan DIK, 

serta melakukan perbaikan atas 
temuan koreksi 
 

 
 

   Draf DIP, Matriks 
Uji Konsekuensi 

DIK, Berita Acara 
Analisis 

60 Menit Draf Final DIP 
dan DIK 

Terverifikasi 
Atasan 

 

4.  Atasan PPID menelaah dan 
memberikan pengesahan/penetapan 
resmi terhadap DIP dan DIK, 

dilanjutkan pengolahan teknis 
publikasi sesuai klasifikasi informasi. 

 

    Draf Final DIP dan 
DIK, Naskah SK 
Penetapan PPID 

60 Menit DIP dan DIK 
Terpenetapan 
Resmi (SK 

PPID) 

 

5.  DIP dan DIK yang telah disetujui dan 
disahkan diserahkan kepada PPID 

Pelaksana dan Petugas Layanan 
untuk dipublikasikan pada portal 

resmi serta diarsipkan secara digital. 
 

    SK Penetapan DIP 
dan DIK, File Digital 

Siap Publish 

60 Menit DIP dan DIK 
Terpublikasi di 

Portal PPID 
dan file arsip  

 

6.  Menyimpan/ mengarsip data 

pemutakhiran informasi 
 

    Arsip/laporan 90 menit Arsip 

pemutakhiran 
informasi 

 

 

Ya 

Tidak 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



 
 
 

- 3 

 
 

 
Riwayat Perubahan SOP:  Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan 

No. Tanggal Perubahan Deskripsi Perubahan 

1 - - 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
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